Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Penyederhanaan Regulasi Keuangan Daerah Melalui Penggabungan
Pengaturan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Perpajakan
Daerah = Simplification of Regional Finances Regulations Throug
Merger of Central And Regional Financial Balance Arrangements and
Regional Taxes

Alit Ayu Meinarsari, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20520265& | okasi=Iokal

K ebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan K euangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang
mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung
sifatnya simplifikasi. Melalui penyederhanaan regulasi ini terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai
keuangan daerah baik yang berasal dari perpajakan daerah ataupun dari Transfer ke Daerah. Pengaturan
penguatan ini memfokuskan pada signifikannya revenue dan expenditure assignment antar level
pemerintahan, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat di daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, melalui
penguatan belanja daerah, dengan diaturnya batasan-batasan penggunaan belanja daerah, selain itu juga
dengan pemutakhiran kebijakan Transfer ke Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah
yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah

...... The policy of merging the Law on Fiscal Balance between the Central Government and Regional
Governments (Law Number 33 of 2004) and the Law on Regional Taxes and Levies (Law Number 28 of
2009) is a strengthening of the implementation of regional autonomy which is starting to develop, in line
with the preparation of legislation that currently tends to be simplistic in nature. Through this simplification,
thereisaunified arrangement of regional finances, either from regional taxation or from transfers to regions.
This strengthening arrangement focuses on the significance of revenue and expenditure assignments
between levels of government, which is expected to realize equitable distribution of public services and
community welfare in the regions to improve the quality of the implementation of fiscal decentralization in
Indonesia, through strengthening regional expenditures, by setting limits on the use of regional expenditures,
in addition to It also includes updating the performance-based Transfer to Regions policy, developing an
efficient regional tax system, expanding regional financing schemes, and harmonizing central and regional
expenditures.
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